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Spoliation disebut sebagai tindakan melemahkan nilai pembuktian bukti elektronik
atas perubahan yang dilakukan (SNI I1ISO 27037 klausul 6.91 dan 6.92).
Perbedaannya dengan tampering terletak pada maksud dan tujuannya, di
mana tampering dilakukan dengan sengaja namun sebaliknya pada
spoliation (SNI 1SO 27037 klausul 3.19 dan 3.21). Perubahan ini sangat
berpengaruh terhadap integritas data yang dapat berujung pada gugurnya
bukti di pengadilan dan lihat juga SNI ISO 27037 klausul 3.10.
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